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BUPATI DOMPU R
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT y-.; e

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR .33 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 32 TAHUN 20 15

B TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA :.'? 53  - :

"  DENGAN RAHMAT TUHA.N- YAN'(}_M'AH_' -A':E_S:A .

 BUPATI DQMPU;'._ S

bahwa dalam rangka memngkatkan efektlﬁtas dan_-
.. kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
- di desa perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan = -
.- " Bupati. Nomor 32 - Tahun 2015 tentang Pedoman i
.. Pengadaan Barang/Jasa di desa, LR S
.~ bahwa  berdasarkan pertimbangan - sebagaumana’_ o
---dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
- Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu = =
* Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Ll
Lt Barang/Jasa di Desa;; B
- Mengingat - . : 1.~ S
. . Pembentukan Daerah-daerah Tigkat II Dalam Wilayah - -
. Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan =~
" Nusa Tenggara (Lembaran Negara® Republik Indonesia - -
" Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara A

Undang-Undang Nomdr 69 Tahun 1958 tentang

Republik Indonesia Nomor 1655),

Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2004 tentang_ e
. " Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia o
. ~Tahun 2003 Nomor 47). Tambahan Lcrnbaran Negara o

Republik Indonesia Nomor 4286);

.- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
. (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2014 -
- Nomor /07 Tambahan Lembaran Negara Repubhk BN

__Indonc:na Nomor 5495), DA Tl
. Undédng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
s Pemerintahan Daerah - (Lcmbaran 'Negara ‘Republik -
.. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =~
.. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

~ _telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

* Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang =
e Pemerlntahan Daerah$ (Lembaran Negara Reoubllk L



"5_'5.4_ . ..Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

| “Pemerintah  Daerah (Lembaran ,Negara Republik
Indonesia Tahun. 2005 “Nomor 165, Tambahan_r o

' Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia Nomor 4593);

2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang*'

Peraturan Pelaksana Undang—Undang Nomor 06 Tahun - |

-7 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia’
" ‘Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

.~ Republik Indonesia Nomor 5539); - .
~.-7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 ’I‘ahun 2014 tentang"

.’ . Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

.+ dan ' Belanja Negara (Lembaran Negara = Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) Tambahan Lembaran

o0 Negara Republik Indonesia Nomor 5558); -

S -_8.; * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

~ tentang Pedoman Pengelolaan - Keuangan Daerah = -

o sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

"~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 . o

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam .
-~ Negeri Nomor 13 Tahun 2006 - tentang Pedoman L
. Pengelolaan Keuangan Daerah; .

i 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014"' |

. 10." Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014_‘4 :
' tentang Pedoman Pembangunan- Desa (Berita Negara

E Mehe_tépi(aih:. )

. tentang Pengelolaan ' Keuangan Desa (Benta Negara‘l

o Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093};

e Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), e

" "11. Peraturan - Kepala - Lembaga Kebijakan Pengadaan: o -

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang

~Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa -
' (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor -
" .. 1367) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan - -

' “Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan . Barang/Jasa
" Pemerintah. Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan -

B _atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan - :
" Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang - .
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa '

" (Berita Negara Repubhk Indone31a Tahun 20 15 Nomor_

'I;1506L

MEMUTU SKAN

PERATURAN '-BUbATI- TENTANG PERUBAHAN ATAS
. PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG = PEDOMAN - TATA  CARA PENGADAAN

' BARANG/JASA DI I DESA.

Pasal I

. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Dompl_1 NOmof -
32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

RN ~Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor -
_'57} d1ubah sebagal berileeit: -



N 7ijctcntuan Pasal 7 d1tambah 1 Ayat ya.ltu Ayat (4) schlngga e

& -_Pasal 7 berbunyl scbagal benkut

Pasal 7

-_-_Pengadaan barang/ Jasa melalm penyedla barang/ _]asa SR
. dimaksudkan  -untuk .- memenuhi =~ kebutuhan = -
" barang/jasa dalam' rangka mendukung pclaksanaan‘ =
© = swakelola maupun memenuh1 kebutuhan barang/ Jasa S
- secara langsung di desa.”- - .. e
- Pengadaan barang/jasa melalu1 penyedla barang/ _]asa T
- dimaksudkan - ‘untuk = memenuhi -  kebutuhan
.. barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan'-""_._"?
-~ padat karya - maupun - memenuhi kebutuhan' A
.. barang/jasa secara langsung di desa. R
‘Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan - = konstruksi,
“ . mampu menyediakan tenaga ahli dan/ atau peralatan
. .yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. R
 Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam-
' pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
~_persyaratan ‘memiliki tempat/lokasi - ‘usaha,” kecuali -
- untuk tukang batu, tukang kayu, dan seJenlsnya TR

. ':'-_Ketentuan Pasal 8 dlubah dan d1tambah schmgga Pasal 8--',

__PKD menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
mehputl R : = B

o berbunyl scbagal bcrlkut

Pasal 8

| "a'. - Rencana Anggaran Blaya (RAB) berdasarkan data o

.. “harga pasar setempat atau harga pasar terdckat' -

. _dari desa tersebut;

| b ~ dalam penyusunan RAB dapat mcmperhltungkan L

- ongkos Kkirim “atau- ongkos pengambllan atas 5

- barang/jasa yang akan dladakan

c. - perhitungan RAB keglatan mfrastruktui d1 dcsa S

-~ dengan - mekanisme padat karya - dengan '
"~ ketentuan paling sedikit 30% ( tiga puluh persen)
- wajib digunakan untuk ~membayar upah

- masyarakat dalam rangka menc1ptakan Iapangan
- kerjadi Desa, ‘ "

d *spesifikasi tékms barang/Jasa (apablla"-._i',"

.~ diperlukan);

. e - -khusus untuk' pekeqaan konstruk31, dlserta17

- gambar rencana kerja;

£ fasilitasi ' pelaksanaan. kegiatan pembangunan
.+ - yang di danai dari dana desa dengan mekanisme -~

--swakelola dan padat karya dlupayakan t1dak
- dikerjakan pada musim panen; dan .. -

- + .angaran biaya dalam penyusunan perencanaan"‘:'i'-? :

_,_”(desam dan RAB) d1bebankan pada APBDcs
: _scsua1 kcmampuan desa B . R



(2)

~ Spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf c,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan '

3 t1dak terplsahkan dan Peraturan Bupat1 ini.

< 3 Ketentuan Pasal 14 d1tambahkan 2 ayat sehlngga Pasal 141, .

- berbunyl sebaga1 benkut

oW
- -Bupati, SKPD teknis, lembaga desa dan kader tekms,'_ -

Pasal 14

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dlawa31 oleh

.. serta masyarakat setempat

o _.(1)

(2
- . dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan .
_infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. -~ !

Pengawasan oleh Bupati sebagalmana dlmaksud' o

pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat
atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. -

‘Upah kerja dibayar secara harian atau | rmngguan.

dalam pelaksanaan keglatan yang d1b1aya1 dengan "

- danadidesa. 0
- Biaya pengawasan dlbebankan pada APBDes sesual'- e
e kemampuan desa. _

- 4. 'D1antara Pasal 14 dan Pasal 15 dlSlSlpkaIl 2 (dua) Pasal ya1tu
Pasal 14 A dan Pasal 14B sehmgga berbunyl sebagal benkut

Pasal 14 A

'Kepala Desa mengoordlnamkan pemenksaan tahap .

perkembangan dan tahap akhir keglatan mfrastruktur

.Desa.

Pemeriksaan - sebagannana dimaksud pada ayat (1),

Dalam rangka penyedlaan tenaga ahli sebagalmana
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan
pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat :

- Desa.

'_Dalam hal tidak tersedla tenaga ahli sebagalmana
-~ dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan -
“kepada Bupati/Walikota - melalui- - Camat . - perihal

kebutuhan tenaga -ahli di- bldang pembangunan

S
14 A ayat (1), dllakukan dalam 3 (tlga) tahap mehputl

infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja
perangkat daerah- kabupaten/ kota yang membidangi

- pekerjaan umum dan/ atau tenaga pendampmg
- profesional. -7 o
Pemeriksaan dllakukan dengan cara’ memerlksa dan
- menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan .
keglatan pembangunan mfrastruktur Desa. :

Pasal 14 B

Pemerlksaan sebagmmana yang dlmaksud dalam Pasal : L

a. tahap pertama pen11a1an dan pemenksaan
~ terhadap 40% . (empat puluh per seratus) dari

. keseluruhan target kegiatan; :
i b tahap kedua pemla1an dan pemenksaan terhadap__



C. . tahap ketiga'upenilai'ah' dan peméﬁksaaﬁ tcrhadap.- N
100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target
- kegiatan.

(2)_"'._.'Pemer1ksa mclaporkan kepada kepala Desa - penhal"r i
e -dimaksud pada ayat (2)..
‘pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

(4) | Biaya Pemeriksaan dibebankan dalam APBDes sesuai
' ,_ kcmampuan dcsa .

Pasél .IIV |
Pérétﬁxféﬁ - "Bupati 'im mula1 berlaku pada tanggal =
diundangkan. o E

Agar : setiap orang - mengetahumya . memenntahkan,A- :

\

N ‘dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

L R L ST pada tanggal J{jw 2018

. BUPATIDOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN
Dxundangkan d1 Dompu, e
pada tanggal 2 ﬂdmr/vf 2018

 SEKRETARJS DAERAH
| _;{ABU DOMPU,

(e

- BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR  #44-

-~ hasil pemeriksaan pada sctlap tahapan sebagalmana_ e

(3) - Laporan hasil pemenksaan sebagalmana dlmaksud PERN
- . pada ayat (3) menjadi bahan" pengendallan:' S

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya:_ __ o



